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Jakarta, 30 Oktober 2019 — Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pemeriksaan Pendahuluan
terhadap permohonan Pengujian Materiil Atas Undang-Undang Nomor ---- Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Perubahan
Kedua UU KPK), Rabu (30/10) pukul 13.00 WIB. Permohonan yang diregistrasi dengan nomor perkara 62/PUU-
VII/2019 ini diajukan oleh Gregorius Yonathan Deowikaputra, SH. Pemohon seorang WNI berprofesi sebagai
Pengacara yang terdaftar sebagai pemilih tetap dalam Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019 sehingga
mempunyai hak untuk memilih anggota DPR. Pemohon merasa dirugikan dengan kinerja DPR yang telah dipilih
dan diberi mandat untuk menjalankan fungsinya antara lain legislasi tidak melaksanakan amanah tersebut secara
baik, jujur, adil, terbuka, itikad baik, dan bertanggung jawab, terbukti dengan disetujuinya UU Perubahan Kedua
UU KPK yang sejak awal rancangannya telah mendapat penolakan dari berbagai kalangan masyarakat sehingga
pembahasannya timbul tenggelam sejak tahun 2010.

Menurut Pemohon pembentukan UU Perubahan Kedua UU KPK, sebagaimana dilansir berbagai media, dapat
dikatakan telah dilakukan dengan tertutup dan sembunyi-sembunyi tanpa melibatkan masyarakat luas. Masyarakat
sulit mengakses risalah rapat di website resmi DPR. Dengan adanya fakta tersebut, jelas bahwa UU Perubahan
Kedua UU KPK tidak dilandasi dengan adanya asas “kedayagunaan dan kehasilgunaan” serta “keterbukaan” yang
merupakan asas-asas wajib yang harus diterapkan oleh DPR dalam melakukan pembentukan suatu undang-
undang sebagaimana digariskan dalam Pasal 118 Tatib DPR RI .

Dilanggarnya “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” dalam pembentukan UU a quo terbukti dengan banyaknya
penolakan oleh masyarakat luas. Dengan penolakan tersebut telah menjadi bukti nyata bahwa UU a quo tidak
bermanfaat dan tidak dibutuhkan masyarakat luas dan “asas keterbukaan” yang telah dilanggar tersebut telah
nyata karena tidak terbukanya akses publik untuk dapat memberikan masukan dan usulan atas undang-undang
tersebut.

Dalam Petitumnya Pemohon meminta Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan pembentukan UU a quo
bertentangan dengan UUD 1945 dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat. (Lbg)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945
perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang
terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang
Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas
pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, Twitter:
@Humas_MKRI, Instagram: mahkamahkonstitusi, laman: www.mkri.id
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